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ABSTRAK

Salah satu sebab rusaknya sistem masyarakat adalah adanya
penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan
residivis. Para penjahat ini biasanya mengulangi kejahatan yang
sama, meskipun dia sudah pemnah dijatuhi hukuman. Pepanggulangan
kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut
sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang merupakan
sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Untuk itu
diperlukan proses pembinaan yang tepat untuk dapat mencegah
terjadinya pengulangan tindak pidana.

Pada hakikatnya LAPAS Wirogunan berhasrat untuk memberikan
kesadaran para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku
serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian,
masih saja ada narapidana yang mengulangi kejahatannya baik pada saat
bebas murni maupun pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB)
ataupun cuti menjalng bebas (CMB).

Dengan adanya permasalahan tersebut, penyusun mengkaji dan
meneliti guna menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di LAPAS
Wirogunan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung
berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan
tentang realita sistem pananganan residivis di LAPAS Wirogunan
Yogyakarta.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun dapat
diketahui bahwa penyebab terjadinya pengulangan pidana di Lembaga
Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) Wirogunan yang paling
dominan adalah faktor ekonomi, dikarnakan, meskipun dalam pembinaan
diberikan keterampilan-keterampilan khusus namun tidak disertai
dengan penyaluran kebursa kerja, mengingat keberadaan mantan
narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.

Dalam hukum islam ada 2 tujuan pemidanaan, yakni pencegahan (
>3V, perbaikan serta pendidikan (<% y z3a}!), hal ini sesuai dengan
yang dilakukan LAPAS Wirogunan dalam pelaksanaan hukumannya, yang
bertujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana dengan memberikan pembinaan-pembinaan.
Adapun bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di
LAPAS Kelas II-A Wirogunan dilakukan dengan 2 cara, yaitu
bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158
dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama
! Aliif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< B#’ b be
o Ta t te
< Sx $ es (dengan titik di atas)
z Jim j je
c Ha’ h ha (dil;%::h t)mk di
z Kh&’ kh ka dan ha
2 Dl d de
3 7l z zet (dengan titik di atas)
J R#’ r er
J Zai z zet
o Sin s es
o Syin sy es dan ye
U Sad S es (de;ilagv;,a:h t)itik di




C.

Ua Dad d de (d%na%va:h t)ltlk di
1 Ta t te (detl,lagv?,:h t;tlk di
1 75 z zet (dil;%gﬁk di
& ‘ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ Gain g ge
—a Fa’ f ef
T) Qaf q qi
il Kaf k ka
J Lam 1 ‘el
Mim m ‘em
8] Niin n ‘en
3 Wiawi w w
o H&’ h ha
s hamzah ¢ apostrof
& y&’ y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
33 Aata ditulis Muta’addidah
3 ditulis ‘iddah
Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis 4
iSa ditulis Hikmah
L ditulis Jjizyah




iv

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan A.

Ll Y 4l ditulis Kardmah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis # atau A
hill 3185 ditulis Zakah al-filri
D. Vokal Pendek
. ditulis A
dad fathah ditulis faala
. 1 i ditulis i
S ditulis zukira
. ditulis u
A ah ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis d
L il ditulis Jjahiliyah
fathah + ya’ mati ditulis i
2. Y ditulis tansd
kasrah + ya’ mati ditulis i
3. a1 S ditulis karim
A dammah + wawu mati ditulis i
" g ditulis Jur iad
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ditulis ai
L. e ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
2. d J§ ditulis qaul




G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

apostrof
‘;.sii ditulis a’antum
< ael ditulis w’iddat
a3 )8 i ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti hurof Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "7"

ol ditulis al-Qur’an
oLl ditulis al-Qiyds

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "" (el) nya.

elawll ditulis as-Sama’
el ditulis asy-Syams
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
wa g ill (59 ditulis zawr al-furiid
daall Jal ditulis ahl as-Sunnah




MOTTO

“Igra’, Wembacalak... Karwa Dengan Wembaca Dapar
Wembedakanma Dengan Xera”

“Rejakatan Tovjads Bukan Ranews sfda Wiat Pelakunys. Tetapl
Rarena rtda Resempatan”
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PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga
hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski
terasa berat, namun manisnya hidup fustru akan terasa, apabila
semuanya terfalui dengan baik, meski harus memerfukan

_pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang
senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi,
saat kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta) yang selafu
memanjatkan doa kepada putra tercinta dalam setiap sujudnya.

Terima kasih untuk semuanya.

‘Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian
yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh
lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah
kematian tapi hidup tanpa tufuan. Teruslah bermimpi untuk
sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan
nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah

bayangan semu.
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KATA PENGANTAR
pa gl Cras 1 Al auay
gl gad gy HaA Y oaa g A W AN Y (o 3¢l ALWITAY 5 al¥gdl Syl 2aall
A Lol dd gy g 220 Jaaaa O

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat
serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah
kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri
tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju
zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi
sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang
diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus
dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dalam penyusunan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN HUKUMAN
TERHADAP RESIDIVIS di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-A
WIROGUNAN YOGYAKARTA ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun
hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa adanya do’a kedua
orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada
kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
penyelesaian skripsi ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan petunjuknya, segala

puji bagi-Mu wahai dzat yang maha welas asih.



. Ayahanda H.Sulasdi dan Ibunda tercinta Hj.Sunarti, yang tiada henti selalu
memberi motivasi Ananda untuk melangkah maju dan yang selalu
mencurahkan doa, kasih sayang dan cintanya hingga tak berbatas, yang
senantiasa meng-adakan sebuah ketiadaan. Mungkin sampai habis kata-
kata di dunia ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan
sayang dan terimakasih Ananda untuk Ayah dan Ibu.

. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

. Bapak Noorhaidi, S.Ag, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

. Bapak Dr.H.Kamsi.MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan
ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk
mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan
skripsi ini.

. Kakak dan adikku yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril,
serta keponakan baruku, Darrell al-Xavier.

. Nanda Octaviana Fardani, terimakasih untuk motivasinya dan masukannya
selama ini.

. Seluruh teman-teman JS angkatan 09, teman-teman KKN Wintaos, dan
para Rekan-Rekanita IPNU-IPPNU Sleman khususnya Komplak Mania
yang selalu memberi masukan dan saran-saran yang super. Serta keluarga

besar HIMABU dan IKABAH, keluarga yang kecil namun besar dihati,
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dan semua teman-teman yang tak mampu lembaran-lembaran ini
menyebutkan satu-persatu.

9. Kalapas Wirogunan Bapak Riyanto, Bc.IP., S.H. yang telah mau
memberikan informasi dan izinya dalam penyusunan penelitian skripsi ini,
khususnya para pembimbing penelitian di LAPAS Wirogunan yakni Ibu
Asih dan Pak Iwan.

10. Si Obiet yang selalu setia menemani dan juga mengantarku kemanapun

meski panas maupun hujan.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah
dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat
sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga
kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya
penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat

bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 31 Desember 2012

Reva Winardi
09370009
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum,
ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas
menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (recht staaft) tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)”. Dalam Pembukaan UUD 1945
diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial.

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan
keadaan yang teratur, aman, dan tertib, demikian juga hukum pidana yang
merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi
sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekamto,
hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang

menciptakan serta memelihara ikatan sosial.’

Selanjutnya Soleman B. Taneko mengatakan:

“Secara esensial bahwa sistem mengandung peraturan prilaku yang
benar, dan warga masyarakat membatasi beberapa prilaku sebagai
penyimpangan, dan setiap masyarakat mempunyai ide-ide tentang prilaku
yang baik dan buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-

! Soerjono Sockamto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1981),
him. 44,



langkah untuk mendorong ke-arah prilaku yang baik, dan memberikan
sanksi negatif bagi prilaku yang buruk” >

Dan salah satu sanksi tersebut adalah penjara. Pidana penjara adalah
suatu hukuman berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana
yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah LAPAS, dengan
mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan dari tata tertib yang berlaku di
dalam LAPAS yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka

yang telah melanggar peraturan tersebut.

Secara yuridis formal, masalah pemberian sanksi pidana di Indonesia
dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam
KUHP itu terdapat ketentuan pasal mengenai sanksi pidana yaitu Pasal 10 KUHP,

yang berbunyi bahwa Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati

2. Pidana penjara

3. Kurungan

4. Denda

5. Pidana tutupan (UU N. 20 Tahun 1946)
b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim.

2 Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993), him. 37-38.



Residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana atau melakukan
kembali kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan

menjalani penghukumannya.?

Dalam hukum positif kita khususnya dalam hal pidana yang merujuk
pada KUHP, dijelaskan pada pasal 486 bahwasanya pemberatan pidana pada

residivis dapat ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan.*

Terkait dengan residivis, tujuan terpenting adalah pada aspek penjeraan
dan rehabilitasi, penjeraan yang berupa hukuman adalah sebagai balasan atas
perbuatannya, sedangkan rehabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan
keterampilan agar mereka para napi tidak mengulangi kejahatan lagi. Selanjutnya
pemikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip dasar konsepsi terhadap aspek
sosiologi dan kriminologi, mengingat kedua aspek tersebut memegang peranan

penting dalam penanganan residivis.’

Dengan melihat dari beberapa aspek di atas, dalam hukum Islam orang
yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan atas
apa yang telah dilakukan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana yang
pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat.

Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman

3 Gerson W Bawengan, Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Didalam Teori
Dan Praktik, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997), him 70.

* Moeljatmo, KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara,
1994), him. 204-205.

> Ninik Widiyawati dan Yulius Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat dan
Pencegahannya, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 67.



mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan
hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak

pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Dalam hukum Islam pengulangan jarimah atau yang biasa kita kenal
dengan residivis sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Dalam jarimah
pencurian misalnya, Nabi telah menjelaskan hukumannya secara rinci. Seperti
yang terdapat dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ad.Daruquthni dari
Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda dalam kaitannya

dengan hukuman untuk pencuri.®
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Kejahatan akan selalu ada dan ditemukan di dalam masyarakat manapun

juga, meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah mendambakan kehadirannya.

Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan

berbagai cara untuk menangkalnya, yang antara lain berupa penjatuhan hukuman

6Ahmad Wardi Mislich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sipar
Grafika, 2006), him. 165.

7 Ad.Daruquthni, Sunan Ad Daruquthni, (Bairut: Dar Thya' al Turat al Arabi, 1993),
hadis nomor 292, kitab “Hudud Wa Diyat”



atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan dilaksanakan di LAPAS dengan sistem
Pemasyarakatan melalui suatu pemberian hukuman yang diberikan kepada mereka
yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem
pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang

menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pada hakikatnya LAPAS berhasrat untuk memberikan kesadaran para
narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap
narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering
dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan
atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis yang merupakan suatu masalah
tersendiri yang memerlukan pembinaan oleh berbagai pihak, utamanya

pemerintah.

LAPAS mempunyai beberapa fungsi, salah satunya untuk menimbulkan
rasa menderita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak.
Selain itu tujuan yang lain juga membimbing terpidana agar mau bertobat, serta
mendidik supaya menjadi anggota masyrakat yang baik dan berguna. Sehingga
segala sesuatunya tetap berdasarkan kepada perikemanusiaan dan sesuai dengan

tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana.8

Dari 10 prinsip dasar pada sistem pemasyarakatan, salah satunya adalah

negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada

$ Ninik Widiyawati dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat, him. 66.



sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:

a. Residivis dengan yang bukan;

b. Telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
¢. Macam tindak pidana yang diperbuat;

d. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;

e. Orang terpidana dan orang tahanan.

Munculnya penjahat yang tergolong sebagai residivis dapat terjadi karena
adanya berbagai faktor keterbatasan yang dimiliki oleh aparat atau pun petugas di
jajaran LAPAS. Di samping itu dapat dipengaruhi oleh masyarakat lingkungannya
sendifi. Keterbatasan itu dapat terjadi karena kurangnya penguasaan teknik dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina di LAPAS.

Disadari pula bahwa masih banyak LAPAS yang belum efektif
menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hukuman yang telah dijalani oleh
para narapidana yang dibinanya tidak merupakan suatu pembinaan, akan tetapi
justru menjadikan mereka sebagai penjahat ulung dan residivis, sehingga di mata

masyarakat tetap menakutkan.

Dari uraian di atas penyusun memberikan judul “Pelaksanaan
Hukuman Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A

Wirogunan Yogyakarta Perspektif Hukum Islam” .



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun memberikan batasan dalam

lingkup pembahasannya sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan hukuman terhadap residivis di LAPAS Kelas
II-A Wirogunan Yogyakarta?
Bagaimana pelaksanaan hukuman tethadap residivis di LAPAS Kelas II-A

Wirogunan Yogyakarta menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada pun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukuman terhadap residivis di
LAPAS Wirogunan Yogyakarta.

hukuman terhadap residivis di LAPAS Wirogunan Y ogyakarta.

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah :

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi LAPAS Kelas
II-A Wirogunan Yogyakarta agar lebih meningkatkan perannya sebagai
salah satu lembaga yang mengemban amanat pembukaan UUD 45 .

Sebagai bahan referensi bagi reka-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta
pihak lain yang berkompoten yang ingin mengetahui pelaksanaan

hukuman terhadap residivis di LAPAS Kelas [I-A Wirogunan Yogyakarta.



D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun terhadap literatur-literatur baik itu buku
atau karya ilmiah lainnya yang terkait tentang Sistem Pembinaan Residivis
masthlah jarang ditemukan.

Dalam penelusuran pustaka, penyusun menemukan beberapa literatur
yang berkaitan dengan residivis, yakni penelitian skripsi yang dilakukan oleh
saudari Maria Ulfah’ mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang mana pada skripsi tersebut membahas tentang

Selanjutnya adalah karya ilmiah yang disusun oleh Yudhar Haryanto
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang “Berjudul Efektifitas
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas II-B Sleman Untuk
Menanggulangi Terjadinya Residivis”, skripsi tersebut membahas tentang efektif
tidaknya metode pembinaan yang digunakan Pemasyarakatan Kelas II-B Sleman
dalam membina narapinada agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana atau
residivis.

Dari beberapa literatur tersebut tampaklah jelas bahwa perbedaan dengan
penelitian skripsi yang hendak dilakukan ini adalah untuk meneliti bagaimana
proses pelaksanaan hukuman residivis di LAPAS kelas II A Wirogunan sudah
sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, dan juga bagaimana hukum pidana

Islam melihatnya.

® Maria Ulfa, “Pemberatan Pidana Pada Residivis Dalam Hukum Pidana Islam”, Skripsi
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.



E. Kerangka Teori

Untuk mendukung suatu penelitian diperiukan adanya kerangka teoritis
untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian
haruslah di sertai dengan pemikiran teoritis. Berbagai pemikiran muncul
mengenai maamfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep
pemidanaan antara lain.'®

1) Teon Retributif (Retribution Theory) atau Teori Pembalasan

Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud

dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari suatu

hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada
pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda.''
2) Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doel theorien)
Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut
dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya
sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi
frekuensi kejahatan. Karena tujuan yang bermanfaat ini maka teori relatif
disebut juga teori tujuan (wtilitarian theory) dimana pidana di jatuhkan
bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (quia peccatum esf) tetapi

supaya orang itu jangan melakukan kejahatan itu lagi (nepeccetur). atau

1 petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana (Jakarta:
CV. Indhill Co, 2007), him. 26-27.

" JE. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap
Pembunuhan Berencana , (Jakarta Rajawali, 1982), him. 201.
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dalam pidana Islam disebut dengan teori jawabir. Jadi menurut teori
relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam
masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan
kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya,
melainkan untuk memelihara kepentingan umum.

3) Pencegahan (,>_V)
Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar
ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku,
pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar
ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa
hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap
orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. 12

4) Perbaikan dan Pendidikan (<3¢t 5 z3aYY)
Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku
jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di
sini terlihat bagaimana perhatian syari’at Islam terhadap diri pelaku.
Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku
suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan
hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap

jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT."

2 Ahmad Wardi Mislich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), hm.137.

B Ibid., him.138.
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5) Teori Integratif (Teori Gabungan)
Muladi mengkatagorikan tujuan pemidanaan ke dalam 4 (empat) tujuan,
antara lain'*;
a) Pencegahan/ Teori Zawajir (umum dan khusus).
b) Perlindungan masyarakat.
¢) Memelihara solidaritas masyarakat.

d) Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

F. Metode Penclitian
Supaya menghasilkan penelitian yang komprehensif, maka penyusun
menggunakan beberapa rangkaian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian,

pendekatan, pengumpulan data dan analisi data.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk
memperoleh keterangan tentang realita sistem pananganan residivis di

LAPAS Wirogunan Yogyakarta.

' Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni), him. 81-86.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu bertuyjuan untuk
menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan
yang ada sekarang'’ berkaitan dengan sistem pelaksanaan hukuman
narapidana residivis.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan normatif-empiris.
Dengan demikian si peneliti tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal,
perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam
karya penelitian ilmiah, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang
sifatnya normatif itu dalam rangka mengulas dan menganalisis data
lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Yaitu cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah secara
langsung mengenai sistem pembinaan residivis pada LAPAS
Wirogunan Yogyakarta dengan jalan pengamatan

b. Wawancara
Yaitu cara memperoleh data atau keterangan tentang suatu masalah

dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung

5 Joko P. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), him. 2.
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baik dengan para narapidana, pengurus LAPAS, serta pihak-pihak
c. Angket

Yaitu mengajukan daftar pertanyaan kepada para responden yaitu

para narapidana residivis yang berada di LAPAS Wirogunan

Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang memiliki hubungan
organis dan subtansial serta terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika
pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, dan
metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab pertama memaparkan
seluruh komponen penentu penelitian sebagai dasar, acuan serta alat untuk
menganalisa pokok masalah penelitian.

Bab kedua,berisi tinjauan umum tentang pelaksanaan hukuman residivis
meliputi pengertian residivis dan pemberatannya, hukuman berdasarkan sistem
pemasyarakatan, serta faktor-faktor penyebab timbulnya pengulangan tindak
pidana.

Bab ketiga, data umum tentang pemberian hukuman terhadap residivis di

LAPAS Wirogunan Yogyakarta.
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Bab keempat, berisi analisis terhadap pokok masalah penelitian lapangan
tentang bagaimana pemberian hukuman terhadap residivis di LAPAS Wirogunan
Yogyakarta. Kemudian hasil tersebut dikaji dan dibahas dengan Hukum Islam.

Bab kelima, yaitu sabagai bab penutup yang meliputi kesimpulan dan
saran-saran.

Sebagai pelengkap akan disertakan juga daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dari uraian bab-bab di muka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pelaksanaan hukuman residivis di LAPAS Wirogunan adalah berupa
hukuman penjara dengan sistem Pemasyarakatan, yang mana dalam sistem
pemasyarakatan tersebut bentuk hukumannya berupa pembinaan.
Hukuman/pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di
Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Wirogunan dilakukan dengan 2
cara, yaitu bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
Namun yang paling ditekankan pada residivis adalah pembinaan
kepribadian. Dengan tujuan membentuk karakter residivis agar tidak
mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam Islam bentuk h u k u m a n / pembinaan terhadap residivis
yang diberlakukan di LAPAS Kelas II-A Wirogunan sesuai dengan
dengan teori tujuan pemberian hukuman dalam Islam yaitu pencegahan
serta perbaiakan dan pendidikan. Namun pelaksanaan pemberatan dengan
tujuan pencegahan oleh LAPAS Wirogunan belum bisa dikatakan efektif
melihat masih banYaknya terpidana yang mengulangi kejahatannya,
sedangkan dalam prakteknya LAPAS Wirogunan sudah memberikan
pembinaan yang sesuai dengan teori pemberian hukuman, yakni

memberikan perbaikan dan kesadaran terhadap terpidana.

83



4, Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun dapat diketahui bahwa

penyebab terjadinya penguléngan pidana di LAPAS Wirogunan yang

paling dominan adalah faktor ekonomi, dikarnakan meskipun dalam

pembinaan diberikan keterampilan-keterampilan khusus namun tidak

disertai dengan penyaluran kebursa kerja, mengingat keberadaan

mantan WBP di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan residivis di

Lembaga Pemasyarakatan Klas IT A Wirogunan adalah

a. Tidak memadahinya fasilitas dan sarana yang ada terlebih dalam upaya
pembinaan.

b. Tidak memenuhinya sistem administrasi dalam pendataan WBP yang
masih menggunakan sistem manual.

c. Lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat
internal lapas dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
Dephukham, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

petugas pemasyarakatan (gaspas).

B. Saran

1.

Pihak LAPAS bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk
memberdayakan mantan WBP dengan menyalurkan kebursa-bursa kerja
atau memberikan pinjaman modal guna mengembangkan keterampilan

yang sudah diterima di LAPAS.
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2. Untuk memudahkan aparat penegak hukum (criminal justice system)
seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Petugas Pemasyarakatan dalam
menentukan status residivis seseorang, maka hendaknya diberlakukan
sistem database online yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan adanya
database online tentang data-data WBP, maka dapat dilihat apakah
seseorang pernah melakukan kejahatan yang sama di tempat lain.

3. Agar program pembinaan terhadap WBP berjalan dengan baik,
perlu ditingkatkan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan,
sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya,
terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.

4. Hukuman penjara semestinya hanyalah sebagai hukum muayyidat yang
menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT.
Sedangkan penjara, pengasingan atau sangsi hukum lainnya hanyalah
pelengkap. Untuk itu hukum pidana Islam memandang efektifitas hukuman
seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi kekinian. Penjara
bukan satu-satunya media untuk menyadarkan dan menjerakan seseorang

untuk berhenti untuk melakukan pelanggaran hukum.
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No.

TERJEMAHAN

BABI

Menceritakan kepada kami Muhammah bin Hasan al-Mugri,
menceritakan kepada kami Ahmad bin Abbas, menceritakan
kepada kami Ismail bin Sa’id, menceritakan kepada kami al-
Wagqidi dari ibnu Abi Di’bin dari Khalid bin Salamah,
meriwayatkan hadis dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah
dari Nabi SAW. Nabi berkata: apabila ada pencuri yang
mencuri maka potonglah tangannya, apabila ia
mengulanginya lagi maka potonglah kakinya (secara
bersilang), apabila mengulangi lagi maka potonglah
tangannya, dan bia ia mengulanginya lagi maka potonglah
kakinya. Seperti inilah sebagaimana yang dikatakan Khalid
bin Salamah, dan jugs yang lainnya seperti dari Khalid bin
Haris, dari Abi Salamah, dan dari Abi Hurairah.

BABI1

18

Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus

seorang rasul.

18

Dan tidak adalah Tubanmu membinasakan kota-kota,
sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang
membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak
pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali
penduduknya dalam keadaan melakukan kelaliman.

19

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.




30

20

Menceritakan kepada kami Muhammah bin Hasan al-Mugri,
menceritakan kepada kami Ahmad bin Abbas, menceritakan
kepada kami Ismail bin Sa’id, menceritakan kepada kami al-
Wagqidi dari ibnu Abi Di’bin dari Khalid bin Salamah,
meriwayatkan hadis dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah
dari Nabi SAW. Nabi berkata: apabila ada pencuri yang
mencuri maka potonglah tangannya, apabila ia
mengulanginya lagi maka potonglah kakinya (secara
bersilang), apabila mengulangi lagi maka potonglah
tangannya, dan bia ia mengulanginya lagi maka potonglah
kakinya. Seperti inilah sebagaimana yang dikatakan Khalid
bin Salamah, dan jugs yang lainnya seperti dari Khalid bin
Haris, dari Abi Salamah, dan dari Abi Hurairah.

30

21

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin
Ubaid bin aqil al-Hilali, menceritakan kepada kami kakekku
dari Mush’ab bin Stabit bin Abdullah bin Zabir dari
Muhammad bin Munkadir dari Jaabir bin ’Abdillah ia
berkata : ”Didatangkan seorang pencuri kepada Nabi
shallallaahu ’alaihi wasallam, maka beliau bersabda
: 'Bunuhlah ia’. Para shahabat berkata : *Wahai Rasulullah,
ia hanya mencuri’. Maka beliau bersabda : 'Potonglah
(tangannya kanan)-nya’. Jabir berkata : “Maka dia pun
dipotong tangannya. Kemudian orang itu dibawa untuk yang
kedua kalinya, maka beliau bersabda : 'Bunuhlah ia’. Para
shahabat berkata : *Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri’.
Maka beliau bersabda : 'Potonglah (kaki kiri)-nya’. Jabir
berkata : “Maka dia pun dipotong (kakinya). Kemudian ia
dibawa untuk ketiga kalinya, maka beliau bersabda
: 'Bunuhlah ia’. Para shahabat berkata : "Wahai Rasulullah,




111

ia hanya mencuri’. Maka beliau bersabda : 'Pofonglah
(tangan)-nya’. Kemudian ia dibawa untuk yang keempat
kalinya, maka beliau bersabda : 'Bunuhlah ia’. Para shahabat
berkata : *Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri’. Maka beliau
bersabda : 'Potonglah (kaki)-nya’. Kemudian ia dibawa
untuk yang kelima kalinya, maka beliau bersabda
: '‘Bunublah ia’. Jabir berkata : “Maka kami pun
membawanya dan membunuhnya. Lalu melemparkannya ke
dalam sebuah sumur dan melemparinya dengan batu”
|Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 4410, An-Nasa’iy no.
4993, dan Al-Baihaqiy 8/272]

BABIV

69

Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmah bin Amru bin as-
Sarh ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab
ia berkata: menceritakan kepadaku Salim bin Ghailan dari
Darraj Abi Samh dari Abi Said al-Khudri dari Rasulullah
SAW. Sesungguhnya beliau berdoa: “Ya Allah aku
berlindung dari kefagiran dan kekufuran. Seorang lelaki
bertanya: apakah keduanya sama? Nabi menjawab “Ya”

73

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan
keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai

Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

74

10

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di




muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di
dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
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1. Dr. Jimly Asshidiqie

Jimly Asshiddigie (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 17April 1956;
umur 56 tahun) adalah akademisi Indonesia yang  menjabat  sebagai
anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya ia
menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003-2008) dan diakui
sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di
Indonesia. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI)
pada 1982, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan

tinggi yang sama pada 1987.

Gelar doktor kemudian disandangnya dari Universitas Indonesia
pada 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit
Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun 1998,

Jimly memperoleh gelar Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara FHUL

Di masa Presiden Soeharto, Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri
Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden
RI B.J. Habibie. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati,
ia kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat
Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-
MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan

UUD 1945 (2002-2003).



2. Ibnu Taimiyah

Abul Abbas Tagiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin
Taimiyah al Harrani, atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja
(lahir: 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H — wafat: 1328/20 Dzulhijjah 728

H), adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam, yaitu
Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi, kemudian Tabi'in yaitu generasi
yang mengenal langsung para Sahabat Nabi, dan Tabi'ut tabi'in yaitu generasi
yang mengenal langsung para Tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk

kehidupan Islam.

Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah
adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan
Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang

menguasai fiqih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal al-Qur'an (hafidz).

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat
kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam
tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan

serbuan tentara Mongol atas Irak.

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba
di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Qur’an dan mencari berbagai cabang
ilmu pada para ulama, hafizh dan ahli hadits negeriiitu~ Kecerdasan serta kekuatan

otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum
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mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami
bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam
Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu’jam At-Thabarani

Al-Kabir.

Suatu kali ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar
dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu
Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia
memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus.
Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu
pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula
mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata:
"Jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum

pernah ada seorang bocah sepertinya”.

Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama
sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab
yang bermanfaat. []a menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan

menggali ilmu, terutama tentang Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Dia adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-
garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi
segala larangan-Nya. Ia pernah berkata: “Jika dibenakku sedang berfikir suatu
masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku
akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi

lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid
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atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar

hingga terpenuhi cita-citaku.”
3. Abdul Qadir Audah

Abdul Qadir Audah ( al-marhum) adalah seorang putera Mesir yang
hidupnya sangat sederhana, tidak suka hidup mewah dan hatinya sangat bersih,
semasa mudanya, hati dan peribadinya amat anti terhadap segala kemungkaran
dan kemaksiatan.

Pada tahun 1930 M ia menjadi geraduan dari kulliyah huquq (fakulti
Hukum) dan beliulah satu satunya lulusan fakulti tersebut yang langsung dilantik
sebagai anggota parlimen dan merengkap sebagai hakim.

Perhatiannya kepada bidang hukum lebih besar, oleh kerana itu walaupun
ia sebagai anggota parlimen, namum waktunya selalu dipergunakan untuk
mendamaikan segala persengketaan yang berkalu ketika itu.

Sebahai Hakim, Abdul Qadir Audah terkenal sebagai orang yang berani
dalam menegak kebenaran dan kemited terhadap segala perkataan dan perbuatan,
maka pada suatu ketika pernah diajukan kepadanya perkara yang berkaitan
dengan Ikhwan Muslimin dengan pihak pemerintah, dengan tegas ia menyatakan,
memutuskan bahawa sekatan sekatan yang dikenakan terhadap Ikhwan Kuslimin
adalah salah yang tidak berdasarkan undang undang negara.

Tahun 1951 ia diminta oleh warga Ikhwan Muslimin supaya memusatkan
perhatiannya kepada dakwah Islam dan membantu Hasan Al-Banna dalam

pegerakan Ikhwan Muslimin, permintaan itu diterima oleh abdul Qadir, Semua
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jawatan dalam kerajaan dilepaskan, kemusian dimulainya dengan mendirikan
perpustakaan yang beroriantasikan bidang perundangan atau hukum.

Tahun 1953 pemerintah Libya memberi kepercayaan kepadanya untuk
menggubah undang-undang dan perlembagaan negara Libya berdasarkan nas-nas
Al-Quran. Tahun 1954 dengan kuasa pemerintah Gamal Abdul Nasir Mujahid
terkenal ini dihukum gantung, kerana gerakan perjuangannya tidak kenal erti takut
dalam menegakkan hukum Allah, hukum Al-Quran sebagai satu-satunya hukum
yang kekal abadi.

Kekejaman Gamal Abdul Nasir diterimanya dengan lapang dada dan
bertawakkal. Maka sewaktu keluar dari penjara untuk ke tali gantung, kelihatan
wajahnya berseri seri tanda keiklasan, sebulum menjejakkan kaki ketiang
pergantungan ia masih sempat meluahkan kata2? kepada sidang hadirin yang
menyaksikan peristiwa kejam dan terkutuk itu dengan suntikan semangat
perjuangan yang berterusan walaupun ianya sudah tiada. dalam untaian kata-kata
yang terakhir itu ia menyatakan:

"Darahku akan melaknat tuan-tuan, sedikitpun aku tidak ragu dan tidak
bimbang, apakah aku mati ditempat tidur, ataukah aku mati di medan perang, aku
mati ditahanan ataukah aku mati dalam kebebasan, sebab aku akan bertemu

dengan Tuhanku."



4. Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

Soerjono Soekanto, adalah Rektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat
pada Fakultas HukumUniversitas Indonesia , Pernah menjadi Kepala Bagian
Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969), Pembantu Dekan Bidang
Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmusosial, Universitas Indonesia (1970-
1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidangPenelitian dan
Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun1978)
yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio
Univercitydan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers.
Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965),
sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master
of Arts dari University of CaliforniaBetkeley (1970), Sertifikat dari Academy of
American and International Law, Dallas (19972)dan gelar doktor Ilmu Hukum dari
Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas
Indonesia (1983).

Memarut Soejono Sukamto,Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-
segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusahaurtuk mendapatkan pola-pola

umum kehidupan masyarakat.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Kalapas Wirogunan

1.

2.

Bagaimana perkembangan WBP residivis pada setiap tahunnya?
Mengapa WBP residivs digabung dengan yang biasa?

Atas alasan apa anda meniadakan “kamar hantu” yang pada masa
sebelumnya digunakan khusus untuk WBP residivis?

Pembinaan apakah yang lebih ditonjolkan di LAPAS Wirogunan ini?

. Untuk Bagian Pembinaan

Apa yang dimaksud dengan WBP residivis ?

Berapa jumlah para WBP residivis berdasarkan klasifikasi masa hukuman
dan kasusnya?

Berapa lamakah seseorang bisa dikatakan residivis dan diberikan
pemberatan pidana dalam pengulangan pidananya beserta dasar
hukumnya?

Bagaimana prosedur dari pemberian pemberatan pidana?

Adakah pemisahan antara residivis dengan yang bukan,dan brdasarkan
jenis dan lamanya hukuman?

Adakah perbedaan dalam menangani WBP residivis dengan yg tidak?
Dasar hukum dan tujuan dalam pembinaan residivis?

Metode dan program-program apa sajakah dalam pembinaan residivis?
Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap residivis agar ia tidak

mengulanginya lagi?
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PEDOMAN KUESIONER NAPI RESIDIVIS

Tindak pidana apa yang anda lakukan?
a. Pembunuhan
b. Pencurian
c. Tindak kesusilaan
d. Penganiayaan

Pendldlkan terakhir saudara?
Lulusan SD

Lulusan SMP

Lulusan SMA/SMK
Lulusan Sanawiyah
Lulusan MA

Pondok Pesantren

o ae TR

)

Apa sebab/alasan anda melakukan tindak pidana lagi?
a. Karena Ekonomi/keuangan

b. Masyarakat tidak mau menerima

c. Pengaruh dari teman/keluarga

d. Keinginan diri sendiri

Tldak pidana apa yang sebelumnya anda lakukan?
a. Pembunuhan

b. Pencurian

c. Penganiayaan/perkelahian

d. Tindak Asusila

Bagalmana tanggapan anda atas pidana penjara?

a. Sebagai sarana pembalasan

b. Sebagai tempat penderitaan

¢. Sebagai tempat menimba ilmu kejahatan baru

d. Sebagai sarana pembinaan/tempat untuk memperbaiki diri
Bagaimana tanggapan anda atas pidana penjara yang anda jalani?
a. Merupakan hal yang merugikan

b. Merupakan hal yang keras dan kejam
c. Kesempatan untuk memperbaiki diri
d. Merupakan hal yang menakutkan

Bagaimana menurut anda tentang pembinaan agama di LAPAS Wirogunan?

a. Merupakan hal yang membosankan
b. Memberikan petunjuk hidup

c. Memberikan kesadaran

d. Memberikan solusi/jalan keluar

Xl
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